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Abstrak
 

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sangat rawan dalam pelaksanaannya karena menyangkut hajat

hidup orang banyak. Sedangkan proses pengadaan tanah dalam hal pembebasan tanah tidak akan terlepas

dari masalah ganti rugi, oleh karena itu dalam menetapkan bentuk dan besarnya ganti rugi harus dilakukan

musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan tidak dibenarkan adanya paksaan.

Dalam pembebasan tanah untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang oleh

Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Panitia Pengadaan Tanah dalam musyawarah telah menetapkan ganti

rugi dalam bentuk uang, sedangkan musyawarah dilakukan hanya untuk menetapkan besarnya saja.

Sehingga dalam pelaksanaannya terdapat pemilik yang keberatan dengan ganti rugi dalam bentuk uang dan

menuntut ganti rugi dalam bentuk tanah pengganti.

Dari latar belakang tersebut, dipandang perlu untuk dilakukan penelitian untuk menjawab pertanyaan

bagaimana implementasi penentuan pemberian ganti rugi kepada masyarakat dalam rangka pengadaan tanah

untuk digunakan sebagai TPA Cipeucang Tangerang Selatan, apabila dikaitkan dengan Peraturan Presiden

Nomor 65 Tahun 2006.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa musyawarah penentuan pemberian ganti rugi tidak dilakukan secara

konsekuen karena masyarakat tidak diberikan pilihan bentuk ganti rugi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Presiden Nomor 65 Tahun 2006 sehingga terdapat pemilik yang keberatan menerima ganti rugi dalam

bentuk uang.

Disarankan agar untuk pengadaan tanah selanjutnya, Panitia Pengadaan Tanah dapat melakukan

musyawarah untuk menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi secara konsekuen, tanpa ada paksaan serta

memberi ganti rugi dengan memperhatikan faktor-faktor sosial dan ekonomi masyarakat yang tanahnya

dibebaskan.

<hr><i>Land acquisition for the development for public interest is highly vulnerable on its implementation

as it is strongly related to public livelihood concern. The land acquisition process itself in terms of land

relinquishment, however, will never be apart of compensation matter. Consequently, it shall be discussed in

setting form and value of the compensation to reach out agreement and any coercion is prohibited.

In the land acquittalaimed for landfill project of Cipeucang by the Local Government of South Tangerang,

the Land Acquisition Committee, in the discussion, had stipulated the compensation in the form of cash,

whereas the discussion was carried out to set the value only. In consequence, as it is implemented there was

objection from the land lords on the form of cash and they demanded the compensation in the form of

substituted land.

Build upon this background, it is deemed necessary to conduct some research to answer the question of how

the setting of compensation to the public was implemented in terms of land acquisition aimed for landfill of

Cipeucang, South Tangerang, associated with the Regulation of the President of the Republic of Indonesia
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Number 65 of 2006.

The research result reveals that the discussion of setting the compensation was not consequently conducted

because the community was not given options regarding to the compensation forms as stipulated in the

Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 65 of 2006 and it resulted objection from

the land owners on compensation in the form of cash.

It is suggested for the future, the Land Acquisition Committee could consequently discuss to set the form

and value of compensation, without any coercion and give compensation by considering social and

economic factors of the community whose land is acquitted.</i>


